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Abstract 

Digital transformation in personnel management is a crucial strategy for improving 

administrative effectiveness, transparency, and the performance of state civil servants (ASN) in 

the education sector. This study aims to analyze the implementation of digital transformation in 

personnel management at the Education and Culture Office of South Papua Province and its 

impact on education services. The study used a qualitative, descriptive-analytical approach with 

a case study design, covering the office headquarters and five representative educational units 

from various administrative regions. The study subjects consisted of 35 people selected 

purposively, including structural officials, administrative staff, teaching staff, and external 

stakeholders. Data were collected through in-depth semi-structured interviews, participant 

observation, and document review. The data were then analyzed using thematic analysis and data 

triangulation to ensure the validity and reliability of the findings. The results show that 

digitalization of personnel management improves administrative efficiency, competency mapping, 

and performance monitoring. However, implementation still faces obstacles such as limited digital 

literacy, uneven infrastructure, and suboptimal system integration. This study recommends 

strengthening human resource capacity, improving infrastructure, system integration, contextual 

implementation strategies, and continuous evaluation mechanisms. The implementation of this 

strategy is expected to increase the effectiveness of educational services, administrative 

transparency, and the professionalism of ASN in South Papua Province. 
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Abstrak 

Transformasi digital dalam manajemen kepegawaian menjadi strategi krusial untuk meningkatkan 

efektivitas administrasi, transparansi, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di sektor pendidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transformasi digital manajemen 

kepegawaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan serta dampaknya 

terhadap layanan pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis 

dengan desain studi kasus, mencakup kantor pusat dinas dan lima satuan pendidikan representatif 

dari berbagai wilayah administratif. Subjek penelitian terdiri dari 35 orang yang dipilih secara 

purposive, meliputi pejabat struktural, staf administrasi, tenaga pengajar, dan pemangku 

kepentingan eksternal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, 

observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dan 

triangulasi data untuk memastikan validitas dan keandalan temuan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa digitalisasi manajemen kepegawaian meningkatkan efisiensi administrasi, pemetaan 

kompetensi, dan monitoring kinerja, namun implementasi masih menghadapi kendala berupa 

keterbatasan literasi digital, infrastruktur yang belum merata, dan integrasi sistem yang 

suboptimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, peningkatan 

infrastruktur, integrasi sistem, strategi implementasi kontekstual, dan mekanisme evaluasi 

berkelanjutan. Implementasi strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan 

pendidikan, transparansi administrasi, dan profesionalisme ASN di Provinsi Papua Selatan. 
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1.  Pendahuluan 

Digitalisasi manajemen kepegawaian telah muncul sebagai kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda dalam 

birokrasi modern, khususnya di sektor pendidikan, karena efektivitas administrasi secara langsung memengaruhi kualitas 

layanan publik(1). Di Provinsi Papua Selatan, tantangan pengelolaan SDM semakin kompleks akibat kondisi geografis 

yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan kompetensi dan distribusi pegawai. Meskipun 

berbagai kebijakan telah diarahkan untuk memperkuat manajemen kepegawaian, praktik implementasinya masih 

terhambat oleh prosedur manual yang memakan waktu, minimnya integrasi data antarunit, dan rendahnya pemanfaatan 

teknologi informasi secara optimal. Akibatnya, proses pengambilan keputusan berbasis bukti menjadi terhambat, 

akuntabilitas administrasi berkurang, dan potensi peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil belum 

maksimal, sehingga menimbulkan urgensi untuk melakukan inovasi digital yang holistik(2). Dalam kerangka tersebut, 

transformasi digital bukan sekadar alternatif, melainkan instrumen kunci untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan 

profesionalisme manajemen kepegawaian. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan data pegawai 

secara real-time, pemetaan kompetensi yang sistematis, monitoring kinerja yang akurat, dan perencanaan sumber daya 

manusia secara strategis(3). Lebih dari itu, digitalisasi dapat menjadi pengungkit perubahan budaya birokrasi, 

memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan responsivitas layanan pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat.  

Di lapangan, pengelolaan kepegawaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan menghadapi 

berbagai permasalahan yang kompleks dan saling terkait. Pertama, prosedur administrasi yang masih bersifat manual 

menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan data pegawai, penetapan tugas, dan evaluasi kinerja, sehingga 

menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti. Kedua, integrasi sistem informasi antarunit yang belum optimal 

menimbulkan duplikasi data, kesalahan input, dan kesulitan dalam pemetaan kompetensi pegawai secara menyeluruh. 

Ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi literasi digital maupun kompetensi teknis, 

memperlambat adopsi teknologi baru dan mengurangi efektivitas transformasi digital. Selain itu, infrastruktur teknologi 

yang terbatas di wilayah terpencil menambah kompleksitas pelaksanaan kebijakan, sehingga potensi peningkatan 

efektivitas layanan pendidikan melalui manajemen kepegawaian modern belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi tersebut 

menunjukkan perlunya penelitian yang sistematis untuk mengidentifikasi hambatan, merumuskan strategi digitalisasi, 

dan memastikan implementasi manajemen kepegawaian yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi manajemen kepegawaian memiliki pengaruh signifikan 

terhadap efisiensi administrasi, akurasi data, dan kinerja ASN. Penerapan sistem informasi kepegawaian terpadu mampu 

mempercepat proses pengolahan data hingga 35% dan meningkatkan akurasi administrasi pegawai sebesar 28%, 

sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti(4). Literasi digital pegawai dan ketersediaan infrastruktur 

menjadi faktor krusial; keterbatasan kedua aspek tersebut menyebabkan 40% implementasi digitalisasi tidak berjalan 

optimal di wilayah terpencil(5). Meski demikian, sebagian besar penelitian difokuskan pada instansi pemerintah di 

perkotaan, sehingga masih sedikit kajian yang mengevaluasi transformasi digital manajemen kepegawaian di daerah 

dengan tantangan geografis dan disparitas sumber daya manusia yang tinggi, seperti Provinsi Papua Selatan, sehingga 

menimbulkan kebutuhan penelitian yang lebih kontekstual dan aplikatif. 

Meskipun penelitian terdahulu telah menekankan pentingnya digitalisasi manajemen kepegawaian dalam 

meningkatkan efisiensi administrasi dan kinerja ASN, terdapat kesenjangan signifikan dalam konteks implementasinya 

di daerah dengan karakteristik geografis sulit dan disparitas sumber daya manusia tinggi, seperti Provinsi Papua Selatan. 

Sebagian besar studi masih difokuskan pada instansi pemerintah perkotaan dengan infrastruktur memadai, sehingga 

temuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tantangan nyata di wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan 

akses teknologi, variasi kompetensi pegawai, dan prosedur administratif yang kompleks. Urgensi penelitian ini muncul 

dari kebutuhan untuk menghadirkan strategi digitalisasi yang kontekstual, adaptif, dan aplikatif bagi manajemen 

kepegawaian di sektor pendidikan, sekaligus meningkatkan efektivitas layanan publik. Kebaruan penelitian terletak pada 

pendekatan kontekstual yang memadukan evaluasi kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, dan proses administrasi 

dalam satu kajian sistematis, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendorong 

transformasi digital yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Papua Selatan.Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis implementasi transformasi digital dalam manajemen kepegawaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Papua Selatan untuk meningkatkan efektivitas layanan pendidikan, transparansi administrasi, dan kinerja ASN 

secara sistematis. 

2. Metode 

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi transformasi digital dalam manajemen kepegawaian 

di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, mencakup kantor pusat dinas serta lima satuan pendidikan yang representatif dari 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).x
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wilayah administratif berbeda, mulai dari pusat kota hingga daerah terpencil. Pemilihan lokasi didasarkan pada kriteria 

representativitas kondisi operasional, kompleksitas pengelolaan kepegawaian, dan variasi infrastruktur, sehingga dapat 

menggambarkan secara menyeluruh implementasi transformasi digital manajemen kepegawaian. Dengan desain studi 

kasus, lokasi-lokasi yang dipilih memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi dinamika nyata, hambatan, serta 

praktik terbaik dalam manajemen administrasi kepegawaian di berbagai konteks unit pendidikan.  

Subjek penelitian terdiri dari 35 orang yang dipilih secara purposive untuk memperoleh data yang komprehensif. 

Komposisi subjek meliputi 10 pejabat struktural (kepala bidang dan kepala subbagian), 15 staf administrasi yang 

menangani manajemen kepegawaian sehari-hari, 7 tenaga pengajar yang menjadi pengguna langsung sistem 

administrasi, dan 3 pemangku kepentingan eksternal, seperti perwakilan pengawas pendidikan dan dinas terkait. 

Pemilihan subjek didasarkan pada kriteria pengalaman kerja minimal dua tahun di unit terkait, keterlibatan aktif dalam 

proses kepegawaian, dan representasi dari berbagai jabatan dan unit kerja. Komposisi ini dirancang agar data yang 

dikumpulkan mencakup perspektif pengambil keputusan, pelaksana administrasi, dan penerima manfaat dari 

transformasi digital, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi lapangan secara menyeluruh, mendalam, 

dan valid. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang komprehensif untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam dan valid mengenai implementasi transformasi digital dalam manajemen 

kepegawaian. Wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan dengan pejabat struktural, staf administrasi, dan 

tenaga pengajar yang terlibat langsung dalam manajemen kepegawaian. Jenis wawancara yang digunakan bersifat semi-

terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi sesuai indikator yang telah ditentukan, antara 

lain: persepsi terhadap efektivitas digitalisasi, pengalaman dalam menggunakan sistem digital, hambatan teknis dan 

administratif, serta strategi adaptasi yang diterapkan. Setiap sesi wawancara direncanakan berlangsung selama 30–60 

menit, dengan jumlah sesi disesuaikan hingga tercapai saturation point, yakni kondisi ketika informasi yang diperoleh 

tidak lagi menambah pemahaman baru. Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan untuk memantau secara 

langsung proses administratif dan penerapan sistem digital di lapangan, termasuk alur pengolahan data pegawai, 

pemetaan kompetensi, dan monitoring kinerja. Observasi ini dilengkapi dengan catatan lapangan (field notes) yang 

mendokumentasikan aktivitas sehari-hari, interaksi antarpegawai, serta kendala yang muncul saat menggunakan 

teknologi. Penelitian juga memanfaatkan studi dokumen, seperti kebijakan internal, prosedur administrasi, laporan 

kinerja, dan regulasi terkait manajemen kepegawaian, untuk melengkapi dan memverifikasi data dari wawancara dan 

observasi. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan triangulasi data, sehingga temuan penelitian lebih valid, 

menyeluruh, dan mampu merepresentasikan kondisi nyata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. 

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis menggunakan analisis tematik 

(thematic analysis). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan 

pola-pola, tema-tema, serta isu-isu utama yang muncul terkait implementasi transformasi digital dalam manajemen 

kepegawaian. Proses analisis dimulai dengan transkripsi data wawancara secara lengkap, dilanjutkan dengan koding 

terbuka, di mana setiap potongan data dikategorikan sesuai indikator penelitian, seperti efektivitas digitalisasi, hambatan 

teknis dan administratif, persepsi pegawai, dan praktik terbaik yang diterapkan. Setelah itu, dilakukan koding aksial 

untuk menghubungkan kategori dan subkategori, serta membangun tema-tema sentral yang mencerminkan realitas 

implementasi digitalisasi secara holistik. Untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan, penelitian ini 

menerapkan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tiga sumber: wawancara mendalam, 

observasi partisipatif, dan dokumen resmi. Triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesesuaian 

atau perbedaan data, meminimalkan bias subjektif, dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan tidak hanya 

berdasarkan persepsi individu, tetapi mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dengan kombinasi analisis tematik dan 

triangulasi data, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan, 

peluang, dan strategi transformasi digital dalam manajemen kepegawaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Papua Selatan. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil 

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi implementasi transformasi digital dalam manajemen kepegawaian di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, dengan fokus pada kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, dan 

efektivitas administrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis 

secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, dan strategi digitalisasi yang dapat meningkatkan 

kinerja ASN dan kualitas layanan pendidikan. 

Tabel 1. Distribusi Literasi Digital Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan 

Kategori Literasi Digital Pegawai 
Jumlah 
Pegawai 

Persentase 
(%) 

Keterangan 

Tinggi (mudah adaptasi, mahir 
teknologi) 

10 33% 
Dapat menggunakan sistem digital mandiri dan 

mendukung rekan kerja 
Sedang (butuh pendampingan, mampu 

dasar) 
12 40% 

Dapat bekerja dengan sistem digital setelah pelatihan atau 
arahan 

Rendah (sulit beradaptasi, minim 
pengalaman) 

8 27% Membutuhkan pelatihan intensif dan bimbingan langsung 
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Tabel 1 menyajikan tingkat kesiapan literasi digital dari 30 pegawai yang menjadi subjek penelitian. Kategori literasi 

digital dibagi menjadi tiga kelompok: tinggi, sedang, dan rendah. Pegawai dengan literasi tinggi (33%) mampu 

menggunakan sistem digital secara mandiri dan mendukung rekan kerja, sedangkan pegawai dengan literasi sedang 

(40%) memerlukan pendampingan atau pelatihan tambahan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi. Sementara 

itu, 27% pegawai termasuk kategori rendah, yang masih menghadapi kesulitan signifikan dalam mengadopsi sistem 

digital dan membutuhkan pelatihan intensif. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada tingkat 

kesiapan sedang, sehingga intervensi pelatihan dan strategi pendampingan menjadi sangat penting untuk mempercepat 

transformasi digital dalam manajemen kepegawaian. 

 

Tabel 2. Ketersediaan Infrastruktur Digital di Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Terpencil 

Komponen Infrastruktur Kantor Pusat Satuan Pendidikan Terpencil Keterangan / Dampak 

Jaringan Internet Stabil 100% 45% 
Satuan terpencil sering terganggu 

koneksi 

Jumlah Komputer / Perangkat TI Memadai Terbatas 
Beberapa kegiatan administrasi 

masih manual 

Sistem Informasi Digital Terintegrasi Terbatas / Tidak Terintegrasi 
Monitoring kinerja pegawai tidak 

merata 

Akses Layanan Online Tersedia Terbatas 
Laporan administrasi lambat dan 

tidak real-time 

 

Berdasarkan tabel 2 terdapat kesenjangan signifikan dalam ketersediaan infrastruktur digital antara kantor pusat 

Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan di wilayah terpencil. Kantor pusat memiliki jaringan internet yang stabil, 

perangkat komputer memadai, dan sistem informasi digital yang terintegrasi, sehingga proses administrasi berjalan 

efisien dan real-time. Sebaliknya, satuan pendidikan terpencil masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, jumlah 

perangkat yang terbatas, dan sistem digital yang belum terintegrasi, sehingga beberapa kegiatan administrasi harus 

dilakukan secara manual. Kondisi ini berdampak langsung pada kelancaran pemetaan kompetensi pegawai, monitoring 

kinerja, dan pengolahan data administrasi, menegaskan perlunya strategi peningkatan infrastruktur dan akses teknologi 

untuk mendukung transformasi digital manajemen kepegawaian di seluruh wilayah. 

Tabel 3. Efektivitas Administrasi dan Layanan Pendidikan setelah Digitalisasi di Provinsi Papua Selatan 

Aspek Evaluasi Indikator Temuan Lapangan 
Skor / Persentase 

Pencapaian 
Pengolahan Data Pegawai Kecepatan input & update data Data terproses lebih cepat 78% 

Pemetaan Kompetensi Pegawai Ketersediaan informasi kompetensi 
Informasi kompetensi lebih 

akurat 
72% 

Monitoring Kinerja Frekuensi dan akurasi pemantauan Pemantauan lebih sistematis 75% 
Transparansi Administrasi Akses informasi & akurasi laporan Laporan lebih terbuka dan jelas 70% 

Responsivitas Layanan 
Pendidikan 

Penanganan kebutuhan 
pegawai/murid 

Layanan lebih cepat & tepat 
sasaran 

68% 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi dalam manajemen kepegawaian di Provinsi Papua 

Selatan membawa peningkatan signifikan pada efektivitas administrasi dan layanan pendidikan. Pengolahan data 

pegawai menjadi lebih cepat dengan skor pencapaian 78%, sementara pemetaan kompetensi pegawai meningkat 

akurasinya hingga 72%, menunjukkan bahwa sistem digital mampu menyediakan informasi yang lebih lengkap dan 

dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Monitoring kinerja juga menjadi lebih sistematis dengan skor 75%, 

memungkinkan supervisi yang lebih tepat sasaran. Transparansi administrasi meningkat (70%) melalui kemudahan 

akses laporan dan akurasi data, sedangkan responsivitas layanan pendidikan terhadap kebutuhan pegawai dan 

masyarakat meningkat sebesar 68%, menandakan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat proses internal, tetapi 

juga meningkatkan kualitas interaksi dengan pemangku kepentingan. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi 

digital memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan, meskipun penerapannya 

belum merata di seluruh wilayah. 

 

3.2 Pembahasan 

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama dalam keberhasilan transformasi digital manajemen 

kepegawaian(6). Literasi digital pegawai tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat 

dan aplikasi, tetapi juga kemampuan memahami alur kerja digital, analisis data, dan pemanfaatan informasi untuk 

pengambilan keputusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki literasi digital tinggi mampu 

mengadopsi sistem baru dengan lebih cepat, mengurangi kesalahan administratif, serta meningkatkan akurasi pemetaan 

kompetensi dan evaluasi kinerja(7). Dengan demikian, kompetensi digital pegawai menjadi indikator kunci dalam 

menilai kesiapan organisasi menghadapi modernisasi birokrasi. Keterbatasan kapasitas SDM menjadi penghambat 

signifikan dalam proses transformasi digital. Pegawai yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi 

menunjukkan kesulitan dalam input data, monitoring kinerja, dan pemanfaatan sistem digital secara optimal(8). Hal ini 

menyebabkan proses administrasi menjadi lambat, potensi kesalahan meningkat, dan pemetaan kompetensi pegawai 

kurang akurat. Dampak ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya soal penerapan teknologi, tetapi juga soal 
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kesiapan manusia sebagai pengguna utama sistem. Tanpa pengembangan kapasitas SDM, adopsi teknologi digital 

berisiko berjalan parsial dan tidak merata di seluruh unit kerja. 

Pelatihanndan pengembangan kompetensi pegawai menjadi strategi krusial untuk mendukung transformasi digital. 

Program pelatihan yang dirancang secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata pegawai dapat 

meningkatkan kemampuan teknis sekaligus meningkatkan pemahaman tentang manfaat digitalisasi(9). Selain itu, 

mentoring, workshop, dan simulasi penggunaan sistem digital dapat mempercepat adaptasi pegawai terhadap perubahan, 

mengurangi resistensi terhadap teknologi, dan menciptakan budaya kerja yang adaptif terhadap inovasi. Dengan 

pendekatan ini, proses transformasi digital dapat berlangsung lebih efisien, efektif, dan inklusif. Kesiapan SDM 

memiliki korelasi langsung dengan efektivitas layanan pendidikan dan administrasi kepegawaian(10). Pegawai yang 

kompeten secara digital mampu melakukan monitoring kinerja dan pemetaan kompetensi secara real-time, sehingga 

pengambilan keputusan berbasis bukti menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi 

operasional, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Dengan demikian, penguatan kapasitas 

SDM bukan sekadar strategi pendukung, melainkan prasyarat utama bagi keberhasilan transformasi digital dalam 

manajemen kepegawaian, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sumber daya manusia yang beragam 

seperti Provinsi Papua Selatan. 

Ketersediaan infrastruktur teknologi merupakan pilar utama dalam keberhasilan transformasi digital manajemen 

kepegawaian. Penelitian menunjukkan bahwa disparitas infrastruktur antara kantor pusat dan satuan pendidikan di 

wilayah terpencil menimbulkan perbedaan signifikan dalam efektivitas implementasi sistem digital(11). Kantor pusat 

cenderung memiliki akses jaringan yang stabil dan perangkat teknologi memadai, sedangkan satuan pendidikan di 

daerah terpencil masih mengalami keterbatasan akses internet, komputer, dan perangkat pendukung lainnya. 

Kesenjangan ini menyebabkan beberapa proses administratif harus tetap dilakukan secara manual, sehingga 

menghambat kelancaran alur kerja digital. Keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya berdampak pada kecepatan 

pengolahan data, tetapi juga pada pemantauan kinerja pegawai secara real-time. Di satuan pendidikan terpencil, data 

seringkali terlambat dikirim, mengalami kesalahan input, atau tidak terintegrasi dengan sistem pusat. Hal ini 

menyebabkan ketidakakuratan informasi, kesulitan dalam evaluasi kompetensi pegawai, dan keterlambatan 

pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur teknologi yang merata menjadi 

langkah strategis untuk mendukung pemerataan layanan administrasi kepegawaian. 

Selain pembangunan fisik, integrasi sistem informasi antarunit kerja juga menjadi aspek krusial. Saat ini, sistem di 

beberapa unit belum saling terhubung secara optimal, sehingga terjadi duplikasi data, ketidakkonsistenan informasi, dan 

hambatan koordinasi(12). Integrasi sistem yang terpadu akan memungkinkan pertukaran data secara real-time, 

mempercepat proses monitoring dan evaluasi kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan 

sistem yang terintegrasi, seluruh unit kerja dapat beroperasi secara sinkron, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 

dan efisiensi administrasi kepegawaian. Pembangunan infrastruktur dan integrasi sistem harus disertai dengan kebijakan 

yang adaptif dan kontekstual. Infrastruktur yang memadai tanpa panduan operasional yang jelas atau pelatihan pengguna 

tidak akan optimal. Oleh karena itu, strategi transformasi digital perlu mencakup peningkatan jaringan dan perangkat 

teknologi, integrasi sistem informasi yang menyeluruh, serta pendampingan dan pelatihan pegawai untuk 

memaksimalkan pemanfaatan sistem. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menutup kesenjangan digital antara 

kantor pusat dan satuan pendidikan di wilayah terpencil, serta mendorong peningkatan efektivitas layanan pendidikan 

di Provinsi Papua Selatan. 

Implementasi transformasi digital dalam manajemen kepegawaian menghadapi berbagai hambatan yang bersifat 

struktural dan manusiawi. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian pegawai menunjukkan resistensi terhadap 

perubahan, terutama terkait pengalihan dari prosedur manual ke sistem digital. Resistensi ini sering disebabkan oleh 

kekhawatiran terhadap kompleksitas teknologi, kurangnya pemahaman manfaat digitalisasi, dan pengalaman terbatas 

dalam penggunaan sistem informasi(13). Hambatan ini memperlambat adopsi teknologi, mengurangi efektivitas proses 

administrasi, dan menimbulkan kesenjangan dalam kinerja unit kerja. Selain resistensi pegawai, keterbatasan literasi 

digital dan prosedur manual yang masih berjalan di beberapa unit menambah kompleksitas pelaksanaan transformasi 

digital(14). Literasi digital yang rendah mengakibatkan kesalahan input data, keterlambatan dalam pemrosesan 

informasi, serta pemanfaatan sistem yang belum optimal. Sementara itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti 

jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat komputer yang terbatas, menjadi penghambat signifikan, terutama di 

satuan pendidikan yang berada di wilayah terpencil. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan yang menyeluruh 

dalam mengatasi hambatan agar transformasi digital dapat berjalan efektif(15). 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi mitigasi yang disarankan mencakup beberapa aspek. Pertama, 

pelatihan berkelanjutan dan pendampingan penggunaan sistem digital bagi pegawai untuk meningkatkan literasi digital 

dan mengurangi resistensi perubahan. Kedua, penguatan infrastruktur teknologi di seluruh unit, termasuk penyediaan 

perangkat, jaringan internet, dan dukungan teknis yang memadai. Ketiga, integrasi sistem antarunit kerja untuk 

memastikan pertukaran data yang real-time dan akurasi informasi. Keempat, perancangan prosedur kerja yang adaptif 

dengan digitalisasi, sehingga alur administrasi berjalan efisien tanpa kehilangan kontrol dan akuntabilitas. Hasil 

penelitian ini memiliki kontribusi signifikan terhadap kebijakan dan praktik manajemen kepegawaian. Rekomendasi 

strategi yang disusun diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program 

transformasi digital yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan. Implementasi strategi ini berpotensi meningkatkan 

kinerja ASN, memperkuat transparansi administrasi, dan meningkatkan efektivitas layanan pendidikan, khususnya di 

daerah dengan tantangan geografis dan disparitas SDM yang tinggi seperti Provinsi Papua Selatan. Dengan demikian, 
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penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga solusi praktis yang dapat mendorong modernisasi 

birokrasi dan penguatan layanan publik secara nyata 

4. Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital manajemen kepegawaian di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Papua Selatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi, 

transparansi, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Keberhasilan implementasi digitalisasi sangat bergantung 

pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya literasi digital, serta ketersediaan infrastruktur teknologi yang 

memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil yang memiliki tantangan geografis. Meskipun 

digitalisasi telah mempercepat proses pengolahan data, pemetaan kompetensi, dan monitoring kinerja pegawai, 

masih terdapat hambatan seperti integrasi sistem yang belum optimal, resistensi terhadap perubahan, dan 

keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa 

strategi utama. Pertama, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan literasi digital secara berkala bagi seluruh 

pegawai yang terlibat dalam manajemen kepegawaian agar mampu mengoperasikan sistem digital secara 

efektif dan adaptif. Kedua, peningkatan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet, perangkat keras, 

dan perangkat lunak, khususnya di satuan pendidikan wilayah terpencil, guna mendukung pemerataan 

implementasi digitalisasi. Ketiga, integrasi sistem informasi dan standarisasi prosedur kerja untuk 

meminimalkan duplikasi data, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses administrasi. Keempat, 

pengembangan strategi implementasi yang kontekstual, yang mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas 

SDM, dan budaya kerja lokal, sehingga transformasi digital lebih adaptif dan berkelanjutan. Kelima, penerapan 

mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk menilai efektivitas digitalisasi, mengidentifikasi 

kendala, dan menyempurnakan kebijakan secara sistematis. Dengan penerapan strategi-strategi ini, layanan 

pendidikan di Provinsi Papua Selatan diharapkan menjadi lebih efektif, responsif, dan akuntabel, sekaligus 

memperkuat profesionalisme ASN melalui manajemen kepegawaian digital. 
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